BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI SOPPENG,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat,
perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 62006);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 99);

9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Pada Kecamatan Kabupaten Soppeng (Berita
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 72);

10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86
Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
pada Camat sebagai berikut :

Di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 angka yakni
angka 7.a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

7.a. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai
perangkat kecamatan.

Ketentuan pada Pasal 5 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni :
huruf 1, huruf m dan huruf n sehingga berbunyi sebagai
berikut :



Pasal 5

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, meliputi :

L.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Memberikan rekomendasi pelaksanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.

Memberikan rekomendasi dan mengevaluasi pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Di antara BAB V dan BAB VI di tambahkan 1 BAB yakni : BAB
V.a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(2)

BAB V.a
KEGIATAN KELURAHAN DAN PENDANAAN
Bagian Pertama
Kelurahan
Pasal 5.a

Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai
tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagai bagian perangkat
kecamatan melaksanakan Penyelenggaraan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan anggaran
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian
anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI SOPPENG,

A. KA RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETA DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

.TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 2



